
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 984, 2020 KEMENKUMHAM. Penyampaian. Permohonan 

Pewarganegaraan. Berita Acara Sumpah 

Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Tata Cara. 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN 

DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN 

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat 

diperoleh melalui pewarganegaraan; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan permohonan 

pewarganegaraan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan 

perkembangan teknologi, diperlukan peningkatan 

pelayanan melalui mekanisme penyampaian permohonan 

pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah 

pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia secara 

elektronik; 

c. bahwa pengaturan mengenai pelayanan permohonan 

pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah 

pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia secara 

elektronik belum secara khusus diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan 

Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara 

Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik 

Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan 

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4676); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN 

PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA 

SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK 

INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing 

untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 

melalui permohonan. 

2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara 

Republik Indonesia. 

3. Pemohon adalah setiap Orang Asing yang menyampaikan 

permohonan Pewarganegaraan. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu 

yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah 

kewarganegaraan Republik Indonesia. 

6. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh 

melalui permohonan Pewarganegaraan. 

(2) Permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Presiden 

melalui Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN 

PEWARGANEGARAAN 

 

Pasal 3 

(1) Setiap permohonan Pewarganegaraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pemeriksaan 

oleh Pejabat. 

(2) Pemeriksaan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pemeriksaan administratif; dan 

b. pemeriksaan substantif. 

 

Pasal 4 

(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa 

kelengkapan dokumen permohonan Pewarganegaraan.  

(2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan format kelengkapan dokumen 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan 

kelengkapan dokumen, permohonan Pewarganegaraan 

tidak diproses dan dikembalikan kepada Pemohon 

beserta alasannya serta Pemohon dapat mengajukan 

permohonan Pewarganegaraan kembali. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan 

substantif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan 

Pewarganegaraan dinyatakan lengkap. 
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Pasal 5 

(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (4) paling sedikit berupa kegiatan: 

a. pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan 

Pewarganegaraan; dan 

b. wawancara. 

(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan berdasarkan format materi muatan 

wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan substansif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak 

memenuhi persyaratan substantif, Pejabat 

mengembalikan dokumen permohonan Pewarganegaraan 

kepada Pemohon beserta alasannya serta Pemohon dapat 

mengajukan kembali permohonan Pewarganegaraan. 

(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan substantif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah 

memenuhi persyaratan substantif, Pejabat yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon meneruskan 

permohonan tersebut kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

 

Pasal 6 

Pejabat meneruskan permohonan Pewarganegaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan 

secara elektronik dan nonelektronik. 

 

Pasal 7 

(1) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari 

terhitung sejak pemeriksaan substantif dinyatakan telah 

memenuhi persyaratan. 

(2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen 

persyaratan permohonan Pewarganegaraan melalui 
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